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BUPAfl PI.JRWOREJO
PROVINSI JA\VA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE"IO
NOMOR 14 TAHUN

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN IvIASYAIR,AIGT

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbarrg: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (ll
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tatrun 2018
tentang Badan layanan Umum Daeratr, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang
Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah hrsat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo;

Mengingat: 1.

2.

3.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2O2O
tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65Z3);
PeraturAn Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tatrun 2Ol8
tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l2l3l;
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Menetapkan BUPATI TENTANG REMUNERASII PADA

I,AYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
PURWORD'O.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo'
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Daerah yang memimPin urusan
yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
yang selanju tnya disingkat BLUD,4. Badan Layanan Umum Daerah,

adalah sistem Yang diteraPkan oleh unit Pelaksana teknis dinas/
badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyar fleksibilitas dalam Pola keuangan

sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan keuangan daerah

pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yanS selanjutnya disebut Puskesmas,

adaLah unit organisasi bersifat fungsional dan unit laYanan Yang

bekerja slqaEn€ profesional pada Dinas Kesehatan KabuPaten

Purworejo
6. Badan Layanan Umum Daeratr Pusat Kesehatan Masyarakat, yang

seLanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah sistem Yang
diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada

yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
s€bagai dari ketentuart

daerah pada umumnya.
yang selanjutnya dieebut7. Pejabat Pengelola BLUD

MTIIE kegiatanPejabat Pengelola, adalah pejabat yang
yang ada di BLUD Puskesmas, terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat

Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. BLUD adalah KePala Puskesmas Yang mempunyai fungsi

sebag t penanggung jawab umum dan keuangan
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai

jawab keuangan BLUD Puskesmas.
10. Pejabat Teloris adalah Pejabat Yang memunyai fungsi sebogai

jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di
bidangnya pada BLUD Puskesmas.

11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas meLakukan
pengelolaan BLUD Puskesmas.
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12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar
BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola
ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

13. Pegawai adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur
Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.

l4.Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN, adalah Aparatur
Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangt<at sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

16. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut
Pegawai Non ASN, adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang
telah dan diangkat oleh BLUD dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tuga.s lainnya yang
ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

17. adalah total seluruh pemberian imbalan atau
berupa uang kepada Pejabat PegSwai,

Dewan Pengawas dan Dervan Penga.was atas jasa dan
kontribusinya pada BLUD Puskesmas.

18. Gaji adalah imbalan keq'a berupa uang yang bersilat tetap yang
diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pega.wai setiap bulan.

19. Tunjang;an adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.

20. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat
Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji.

21. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan keda berupa uang yang bersifat
tambahan p'endapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas
prestasi kerja yang didapat, diberikan I (satu) kali dalam I (satu)
tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

22. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah
beke{'a untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia
pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang
diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris
Dewan Pengawas.

24. Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut
JKN, adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh Pemerintah.

25. adalah semua dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

26. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD
Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi upaya kesehatan
masyaxakat dan upaya kesehatan perorangan.
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Pasal 2

(l) Peraturan Bupati 1n1 ditetapkan dengan maksud sebagai landasan
Remunerasi pada BLUDhukum dan

Puskesmas.
pedoman dalam pemberian

(2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
a- motivasi kerja dan kine{a Pejabat Pengelotra dan

kesejahteraan, keadilan, transparansi dan
Pegawai;

kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi pada BLUD
Puskesmas.

Pasal 3

(1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:

. kine{a;

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemberian Remunerasi dapa.t memperhatikan indeks harga
daerah/wilayah.

BAB II
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 4

(l) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri atas:
a. ketua Dewan Pengawas; dan
b. anggota Dewan Penga.was.

BAB III
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:
a. Gaji;
b. Tunjangan;
. Insentif;
. Bonus Atas Prestasi;
. Pensiun; dan/atau

b.

a.
b.
c.
d.

transparan;
akuntabel.c.

e
f.
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Bagian Kedua
Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gqji
sesuar undangan

Pasal 7

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai
keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga
satuan jasa tenaga. kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk
setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN
Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang mengatur Ttrnjangan ASN,

Pasal 9

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat
diberikan ltnjangan berupa:
a. tunjangan kesehatan;
b. tunjangan ketenagakedaan;
c. tunjangan keluarga; dan/atau
d. tunjangan hari raya.

(2) T\rnjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan dengan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menga.tur JKN.

(3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

yang mengatur jaminan sosial

(4) Tunjangan keluarga
diberikan dengan
tunjangan keluarga

bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
pada ketentuan pemberian

yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai
keuangan BLUD Puskesmas.

diberikan
undangan

(5) Tunjangan hari raya
diberikan dengan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
pada ketentuan

raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai

1 (, r l l /t

tunjangan hari
BLUD Puskesmas.
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Pasal lO

(l) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Insentif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibiayai dari
pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan jasa
layanan dan hasil keg'a sama dengan pihak ketiga.

(3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dan
hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
lIaI (21 paling banyak sebesar 6tr/o (enam puluh persen)
dialokasikan untuk Insentif.

Bagtan Keempat
Insentif

Pasal 11

(1) Pemberian Insentif dihitung berdasarkan indikator
meliputi:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. risiko keq'a;
d. tingkat kega.watdaruratan;
e. jabatanyangdisandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.

penilaian,

(2) Penjabaran dan penghitungan indikator penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dafam hmpAan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas prestasi.

(2) Bonus Atas hestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
secara seimbang atau sebanding dengan prestasi yang dicapai dan
kemampuan keuangan BLUD puskesmas.

Pasal 13

(1) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,
bersumber dari pendapatan BLUD puskesmas yang berasal dari
pendapatan jasa layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga
yang tidak dialokasikan untuk pemberian Insentif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus Atas prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Pemimpin BLUD.
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Bagian Keenam
Pensiun

Pasal 14

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang
Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pensiun PNS.

(2) Pejabat PengeloLa dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS atau
Non ASN tidak berhak atas uang pensiun yang berlaku bagi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Bagian Ketujuh
Honorarium

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Penga.was diberikan
Remunerasi dalam bentuk Honorarium setiap bulan.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Honorarium ketua Dewan Penga.was paling banyak 4@/o (empat

puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 360/o l+iga

puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
dan

c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15%
(lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

BAB IV
PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

(l) Remunerasi didanai dari:
a. anggaran
b. anggaran

Pasal 16

dan belanja Daerah; dan
dan belanja BLUD.

(2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendanai Remunerasi
berupa:
a.Gaji, Tunjangan, dan Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan

Pegawai yang berstatus PNS.
b.Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang

berstatus ASN Non PNS.
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(3) Anggaran pendapatan dan belanja BLUD sebagqimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mentanai Remunerasi
berupa:
a. Gaji, ]!rj?ogqr, Insentif, dan Bonus Atas prestasi bagi pejabat

Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN;
b. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi pejabat pengelola BLUD

dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS;
c. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat pengelola BLUD

dan Pega.wai berstatus PNS; dan
d. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan

Pengawas.

Pasal 17

BLUD Puskesmas menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi
melalui rencana bisnis anggaran atau rencana kerja dan anggaran
dokumen pelalsanaan anggaran.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

(1) Pendapatanjasa Layanan dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga
tahun anggaran sebelumnya yang melebihi target pendapatan dapat
dianggarkan untuk pemberian Insentif pada tahun anggaran
beg'alan berdasarkan perhitungan indikator penilaian pada tahun
anggaran berkenaan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tansgal diterihanya
pendapatan.

Pasal 19

(1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang berasal dari jasa layanan dan
!3qil k95a sama dengan pihak ketiga yang belirm dapat
dialokasikan untuk pemberian Insentif - paaa tatrun anggaran
berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban ritang BI-UO puskEsmas
untuk Insentif dan d{jadikan sisa lebih perhitungan anggaran.

(2) P.r.* lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dialokasil€n untuk pemberian Ins€ntif paia atun
llsgaran berjdan ggbagai pemenuhan kewajiban u'tang BLUD
Puskesmas, setelah ditetapkannya perubahan anggaran penlapatan
dan belanja BLUD Rrskesmae.
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Pasal 2O

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana
tugas (Plt.), menerima Insentif pada jabatan delinitifirya ditambah2@/o (dua puluh persen) dari Insentif pada jabatan yang

(2) Pejabat dari luar BLUD puskesmas yang merangkap sebagaipelaksana tugas (plt. menerima 2tr/o (dua puluh persen) dariInsentif pada jabatan yang dirangkapnya.

(3) Hadir setiap hari keqia diberikan nilai I (satu) poin per har! dan

(4) Ketidakhadiran selama 14 (empat betaq hari keda atau lebih hanya
diberikan Insentif sebesar I O7o (sepuluh persen) dari jumlah seluruh
indeks poin.

)

(5) Pengaturan bobot nilai untuk tenaga Non ASN diberikan maksimal
6@/o dari ASN sejenis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di

Agar setiap orang mengetah urnya, memerintahkan
patannya dalamPeraturan Bupati ini dengan penem Berita Daerah

Kabupaten

di
pada tanggal E rDdl Aza

BUPATI oREJO,0

US

pada tanggal
di Purworejo
5 lrEfl 422

SEKRETARIS DAERAH UPATEN PURWORE.'O,

t SAID ROMADHON

tl,
1-ta I L

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2022 NOMOR" fl SERII NOMOR.f,
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR: { etE/t ?f,22
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWORBIO

INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

A. PENGALAMAN DAN MASA KERJA
1. Pengalaman dan masa kerja diberi bobot nilai 10 (sepuluh).
2. Indikator penilaian berdasarkan pertimbangan pengalaman dan

masa kerja sebagai berikut:
a. diberikan nilai 1 (satu) untuk setiap tahun masa ke{a;

BLUD Golongan Miberi nilai 60;
BLUD Golongan III diberi nilai 40;

d. Pegawai BLUD Golongan IV diberi nilai 40;
e. Pegawai BLUD Golongan III diberi fi1ai )$;
f. Pegawai BLUD Golongan II diberi nilai 2O;
g. Pegawai BLUD Golongan I diberi nilai 15;

B. KETERAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PERILAKU
1. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku diberi bobot nilai

10 (sepuluh).
2. Indikator penilaian berdasarkan pertimbangan keterampilan,

ilmu pengetatruan dan perilaku diukur dengan tingkat
pendidikan sebagai berikut:
a. tamat sekolah dasar diberi rrilai 6;
b, tamat sekolah menengah pertama atau sederaiat diberi nilai

9;
tamat sekolah menengah atas atau sederajat diberi nilai 12;

diploma I dan II diberi nilai 13;
diploma III diberi nilai 15;
strata 1/ diploma IV diberi nilai 16;
profesi (ners dan apoteker) diberi nilai 17;
dokter/dokter gigi diberi nilai 18;
strata 2 di bidang non kesehatan diberi nilai 18;
strata 2 di bidang kesehatan diberi nilai 19; dan
strata 3 di bidang kesehatan diberi nilai 20.

C. RISIKO KER.IA
1. risiko kerja diberi bobot nilai 20 (dua puluh).
2. indikator penilaian berdasarkan

sebagai berikut:
pertimbangan risiko kerja

a. Pemimpin BLUD dokter dan dokter gigi diberi nilai 80;
BLUD non dokter dan non dokter Sigi diberi nilar

b.
c.

c.
d.
e.
f.
c.
h.
i.
j.
k.

t-tt
1

t q I I

b.
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c Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai, indikator
penilaian ditentukan sebagai berikut:
i. ri=iko di bidang medis dan penutraran penyakit, dengan

rincian:
a) kontak langsung dengan specimen orang sakit atau

terpapar dengan bahan berbahaya, dengan intensitas
tinggi diberi nilai 35;

dengan orang sakit denganb) kontak langsung
intensitas tinggi diberi nilai 3O;

c) kontak langsung dengan orang sakit dengan

intensitas rendah samPai sedang diberi nilai 2O; dan

d) kontak tidak langsung dengan orang sakit dengan

intensitas sedang samPai tinggi diberi nilai 15.

2. risiko di
rincian:
a) kepala

bidang keuangan dan manajemen, dengan

tata usaha diberi nilai 28;

b) Pejabat Keuangan diberi nilai 26;

c) Pejabat Teloris diberi nilai 25;
d) bendahara diberi nilai 24;

e) bendahara penerrrnaan diberi nilai 22;

bendahara baraing, Pengurus barang, dan bendahara

lain yang membantu, bendahara
diberi nilai 2O; dan

8) risiko pekerjaan
dimaksud Pada
diberi nil,ai 12.

di bidang teknis LainnYa selain
huruf a) samPai dengan huruf e)

3. tugas rangtca.P
mempunyai tug3.s rangkap akan diberikanPeggwai yang

pokok dan fungeinYanilai risiko peke{agn s€sual
ditambah 50Plo (tma persen) dari nilai risiko
pekerjaan dengan nilai tertinggi yartg

D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN
belas).1. tingkat kegawatdaruratan diberi bobot nilai 15 (lima

2. indikator penilaian tingkat kegawatdamratan ditentukan sebagai

berikut:

0

a)

60;
c) dokter um
d) doktergigi fungsional diberi nilai 3O;

BLUD dolrter dan dokter gigi diberi nltai -!p; . .

;iUD;;t dokter dan n6n dokter giei diberi nilai

um fungsional diberi nilai 40;

b)

e) tenaga di ruang ga.wat darurat diberi nilai 25;

f) tenaga. di ruang
g) tenaga di pelayanan rawat jalan diberi nilai 20;

h) kepala tata usaha diberi nil,ai 18;

i) petugas administrasi di PelaYanan rawat jalan diberi nilai 15;

dan
administrasi

diberi nil,ai 25;

dan Pegawai selain dimaksud Pada
uruf i) diberi nilai 12.
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E. JABATAN YANG DISANDANG
1. jabatan yang disandang diberi bobot nilai 3O (tiga puluh).
2. indikator penilaian berdasart<an pertimbangan jabatan yang

a)

k) bendahara
l) bendahara
m) tenaga non

diberi nilai 30; dan
n) tenaga. non kesehatan dengan

III diberi nilai 25.

F. HASIL/CAPAIAN KINER"JA
1. hasil/ capaian kinerja diberi bobot
2. Indikator

a)
b)
c)
d)

disandang ditentukan sebagai berikut:
BLUD dokter dan dokter gigi diberi niLai 250;

b) BLUD non dokter dan non dokter gigi diberi nilai
220;

c) tenaga medis dokter dan dokter gigi fungsional diberi nilai
150;

d) apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai
100;

e) sarjana kesehatan dengan pendidikan strata 1/ diploma IV
diberi nilai 80;

f) kepala tata usaha, Pejabat Keuangan darr Pejabat Teknis
diberi nilai 70;

g) tenaga kesehatan dengan
60;

h) tenaga kesehatan dengan
diberi nilai 50;

pendidikan diplima III diberi nilai

dibawah diploma III

i) bendahara pengeluaran diberi nilai 5O;
j) pengurus barang pembantu dan pengurus

habis pakai diberi nilai 45;
persediaan bahan

diberi nilai 40;
pembantu diberi nilai 40;

kesehatan dengan pendidikan diploma III ke atas

UKM dan

dibawah diploma

nilai 15 (lima belas).
pertimbangan hasil/ caPaian

jawab
UKP,

kineq'a ditentukan sebagai berikut:
Pemimpin BLUD diberi nilai 60;
kepala tata usaha diberi nilai 30;
Pejabat Keuangan diberi nilai 28;
Pejabat Teknis, atau Pegawai sebagai penanggung

Kesehatarr
dan Laboratorium; Jaringan

dan jejaring puskesmas; Bangunan, Prasarana,
dan Perlatan hrskesmas dan Mutu diberi nilai 20;

e)

0
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Pegawai sebagai p€nanggung jawab program pengembangan
atau sub pnogram diberi nilai 15;
Pejabat eingetota dan Pegawai selain dimaksud pada huruf
a) sampai dengan huruf e) diberi nilai 12;
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